BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     69   TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN  DAN  KEBUTUHAN JABATAN  FUNGSIONAL TERTENTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a.
	Bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;



	
	b.
	Bahwa berdasarkan formasi jabatan fungsional dan kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu serta pemberdayaan pegawai melalui penempatan pada jabatan fungsional tertentu, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional tertentu;



	
	c.
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penetapan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1.
	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;


	
	2.
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;



	
	3.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


	
	4.


	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 



	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950  tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;



	
	10.
	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;



	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Serkretariat DPRD Kabupaten Bantul;


	
	12.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul;


	
	13.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul;

	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

	
	
	

	BAB I

	KETENTUAN UMUM

	Pasal 1

	
	
	

	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

	1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

6. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

7. Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.

8. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.

9. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

10. Jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.

11. Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.

12. Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan antar kerja meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi instansi pemerintah / swasta serta unit-unit lainnya.

13. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

14. Jabatan fungsional Instrukstur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang kejuruan tertentu.

15. Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kepustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

16. Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah .

17. Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu pada instansi pemerintah.

18. Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerakan pelayanan, evaluasi dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang ditempatkan pada Satuan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

19. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang  melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

20. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.

21. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disingkat PLS, yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan  anak dini usia dan keolahragaan 

22. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang melaksanakan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembinaan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu.

23. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

24. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

25. Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

26. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

27. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.

28. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorim kesehatan.

29. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup, bersih dan sehat.

30. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

31. Jabatan fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietik.

32. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan.

33. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.

34. Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiografer pada unit pelayanan kesehatan.

35. Jabatan fungsional Teknik Elektro Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.
36. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

37. Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapis kesehatan.

38. Jabatan fungsional Epidemologi Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi di lingkungan kesehatan dan instansi lain di luar kesehatan.

39. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspekstorat   yang melakukan kegiatan pengawasan pada instansi pemerintah daerah.

40. Jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis funsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

41. Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan  yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor .

42. Jabatan fungsional Sandiman adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.

43. Jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional  yang berkedudukan sebagai pelaksana tenis dalam melakukan kegiatan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah.

	BAB II

	JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 

	Bagian Pertama

	Pasal 2



	Jenis jabatan fungsional tertentu yang dapat dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

	a. Penyuluh Pertanian;

b. Penyuluh Kehutanan;

c. Medik Veteriner;

d. Paramedik Veteriner;

e. Perantara Hubungan Industrial;

f. Penggerak Swadaya Masyarakat;

g. Pengantar Kerja;

h. Pengawas Ketenagakerjaan;

i. Instruktur Latihan Kerja;

j. Pustakawan;

k. Arsiparis;

l. Perencana;

m. Penyuluh Keluarga Berencana;

n. Guru;

o. Pengawas Sekolah;

p. Penilik;

q. Pamong Belajar;

r. Dokter;

s. Dokter Gigi;

t. Perawat;

u. Apoteker;

v. Asisten Apoteker;

w. Pranata Laboraturium Kesehatan;

x. Sanitarian;

y. Perawat Gigi;

z. Nutrisionis;

ad. Bidan;

ae. Perekam Medis;

af. Radiografer;

ag. Tehnik Elektro Medis;

ah. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;

ai. Fisioterapi;

aj. Epidemologi;

ak. Auditor;

al. Pekerja Sosial;

am. Penguji Kendaraan Bermotor;

an. Sandiman;

ao. Pranata Hubungan Masyarakat



	Pasal 3



	Jenjang jabatan masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	Pasal 4



	Kebutuhan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

	BAB III

	KEDUDUKAN DAN TUGAS 

	Bagian Pertama

	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

	Pasal 5



	(1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Penyuluh Pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian.

	
	
	

	Bagian Kedua

	Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

	Pasal 6



	(1) Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.



	Bagian Ketiga

	Jabatan Fungsional Medik Veteriner

	Pasal 7



	(1) Jabatan fungsional  Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan, kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan hewan.

	
	
	

	Bagian Keempat

	Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner

	Pasal 8



	(1) Jabatan fungsional Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamaman produk hewan pada instansi pemerintah daerah;

(2) Tugas Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

	Bagian Kelima

	Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial 

	Pasal 9



	(1) Jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan industrial pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Perantara Hubungan Industrial adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.

	
	
	

	Bagian Keenam

	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

	Pasal 10



	(1) Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan, pelatihan dan pengembangan masyarakat pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Penggerak Swadaya adalah menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.



	Bagian Ketujuh

	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

	Pasal 11



	(1) Jabatan fungsional Pengantar Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang antar kerja pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Pengantar Kerja adalah melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan pengembangan antar kerja.

	
	
	

	Bagian Kedelapan

	Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

	Pasal 12



	(1) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan ketenagakerjaan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Pengawas Ketenagakerjaan adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

	
	
	

	Bagian Kesembilan

	Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja

	Pasal 13



	(1) Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Instruktur Latihan Kerja adalah melaksanakan pelatihan dan pembelajaran pengembangan pelatihan kerja.

	
	
	

	Bagian Kesepuluh

	Jabatan Fungsional Pustakawan

	Pasal 14



	(1) Jabatan fungsional Pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Pustakawan adalah melaksanakan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

	
	
	

	Bagian Kesebelas

	Jabatan Fungsional Arsiparis

	Pasal 15



	(1) Jabatan fungsional Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pada instansi pemerintah daerah.
(2) Tugas Arsiparis, adalah melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengelolaan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.



	Bagian Keduabelas

	Jabatan Fungsional Perencana

	Pasal 16



	(1) Jabatan fungsional Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perencanaan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

	
	
	

	Bagian Ketigabelas

	Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

	Pasal 17



	(1) Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada instansi pemerintah daerah.
(2) Tugas Penyuluh Keluarga Berencana adalah menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan pengingkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.

	
	
	

	Bagian Keempatbelas

	Jabatan Fungsional Guru

	Pasal 18



	(1) Jabatan fungsional Guru berkedudukan sebagai pelaksana di bidang tugas utama mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi  taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah atau bimbingan pada pendidikan dasar menengah di daerah.

(2) Tugas Guru adalah :

a. menyusun program pengajaran, meyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisa hasil evaluasi belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya, atau;
b. menyusun dan melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisa hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggungjawab.

	
	
	

	Bagian Kelimabelas

	Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

	Pasal 19



	(1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan pendidikan  terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk / ditetapkan di daerah.

(2) Tugas Pengawas Sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

	Bagian Keenambelas

	Jabatan Fungsional Penilik

	Pasal 20



	(1) Jabatan fungsional Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penilikan Pendidikan Luar Sekolah di Daerah.

(2) Tugas Penilik adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah.

	
	
	

	Bagian Ketujuhbelas

	Jabatan Fungsional Pamong Belajar

	Pasal 21



	(1) Jabatan fungsional Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan model, pengajaran dan penilaian pada Sanggar Kegiatan Belajar di Daerah.

(2) Tugas Pamong Belajar adalah :

a. melaksanakan pengembangan model program pendidikan luar sekolah, pemuda,dan olahraga;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga; dan

c. melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga.

	
	
	

	Bagian Kedelapanbelas

	Jabatan Fungsional Dokter

	Pasal 22



	(1) Jabatan fungsional Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tugas Dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

	
	
	

	Bagian Kesembilanbelas

	Jabatan Fungsional Dokter Gigi

	Pasal 23



	(1) Jabatan fungsional Dokter Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tugas Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

	
	
	

	Bagian Keduapuluh

	Jabatan Fungsional Perawat

	Pasal 24



	(1) Jabatan fungsional Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan perawatan kepada masyarakat yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala instansinya di daerah.

(2) Tugas perawat adalah memberikan palayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian keperawatan.



	Bagian Keduapuluhsatu

	Jabatan Fungsional Apoteker

	Pasal 25



	(1) Jabatan fungsional  Apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tugas Apoteker adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan perangkat lunak, penggadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhdua

	Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

	Pasal 26



	(1) Jabatan fungsional Asisten Apoteker  berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tugas asisten apoteker adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data untuk penyiapan perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta penyiapan pelayanan kefarmasian.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhtiga

	Jabatan Fungsional Pranata Laboraturium Kesehatan

	Pasal 27



	(1) Jabatan fungsional  Pranata Laboraturium Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang laboratorium kesehatan di Daerah.

(2) Tugas Pranata Laboraturium Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan Laboraturium Kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologis, taksikologi, kimia lingkungan, patalogi anatomi, histopaktologi, sipatologi, histokimia, imuno patologi, patologi molekuler, biologi dan fisika.



	Bagian Keduapuluhempat

	Jabatan Fungsional Sanitarian

	Pasal 28



	(1) Jabatan fungsional  Sanitarian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan lingkungan yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Sanitarian adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhlima

	Jabatan Fungsional Perawat Gigi

	Pasal 29



	(1) Jabatan fungsional Perawat Gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan perawatan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas perawat gigi adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhenam

	Jabatan Fungsional Nutrisionis

	Pasal 30



	(1) Jabatan fungsional Nutrisionis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik di lingkungan instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Nutrisionis adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilian gizi bagi perorangan, kelompok masyarakat.



	Bagian Kedua puluh tujuh

	Jabatan Fungsional  Bidan

	Pasal 31



	(1) Jabatan fungsional bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan kebidanan di lingkungan instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Bidan adalah melaksanakan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhdelapan

	Jabatan Fungsional  Perekam Medis

	Pasal 32



	(1) Jabatan fungsional  Perekam Medis berkedudukan sebagai  pelaksana teknis di bidang pelayanan  rekam medis pada unit pelayanan kesehatan  di Daerah.

(2) Tugas Perekam medis adalah melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasiguna.

	
	
	

	Bagian Keduapuluhsembilan

	Jabatan Fungsional Radiografer

	Pasal 33



	(1) Jabatan fungsional  Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan rongent pada unit pelayanan kesehatan di Daerah.

(2) Tugas Radiografer adalah melakukan pelaksanaan radiografer yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan penata radiografer



	Bagian Ketigapuluh

	Jabatan Fungsional  Teknisi Elektro Medis

	Pasal 34



	(1) Jabatan fungsional  Teknisi  Elektro Medis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan elektro medis pada unit pelayanan kesehatan di Daerah.

(2) Tugas Teknisi Elektro Medis adalah melaksanakan pelayanan teknis elektro medik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penangaan alat kerja suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektro medik

	
	
	

	Bagian Ketigapuluhsatu

	Jabatan Fungsional  Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

	Pasal 35



	(1) Jabatan fungsional  Penyuluh Kesehatan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan kesehatan pada unit pelayanan di Daerah.

(2) Tugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

	
	
	

	Bagian Ketiga puluh dua

	Jabatan Fungsional  Fisioterapi.

	Pasal 36



	(1) Jabatan fungsional  Fisioterapi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan fisioterapis kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala instansinya di Daerah.

(2) Tugas Fisioterapi adalah melaksanakan pelayanan fisioterapis berupa terapi medik kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi kesehatan setelah sakit.

	
	
	

	Bagian Ketiga puluh tiga

	Jabatan Fungsional  Epidemologi

	Pasal 37



	(1) Jabatan fungsional Epidemologi Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi di lingkungan kesehatan dan instansi lain di luar kesehatan.

(2) Tugas Epidemologi Kesehatan adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penganggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode

	Bagian Ketiga puluh empat

	Jabatan Fungsional  Auditor.

	Pasal 38



	(1) Jabatan fungsional  Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis pengawasan pada instansi pemerintah daerah.

(2) Tugas Auditor adalah menggerakkan dan atau membina pengawasan, dan melaksanakan pengawasan.



	Bagian Ketiga puluh lima

	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

	Pasal 39



	(1) Jabatan fungsional Pekerja Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

(2) Tugas Pekerja Sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

	
	
	

	Bagian ketiga puluh enam

	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

	Pasal 40



	(1) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penguji kendaraan bermottor pada Instansi Pemerintah Daerah.

(2) Tugas Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

	
	
	

	Bagian ketigapuluhtujuh

	Jabatan Fungsional Sandiman

	Pasal 41



	(1) Jabatan Fungsional Sandiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan persandian di instansi pemerintah.

(2) Tugas Sandiman adalah melakukan kegiatan penelitan dan pengembangan perangkat sandi, penerapan, dan pengoperasian perangkat sandi dan pemeliharaan perangkat sandi.

	
	
	

	Bagian Ketigapuluhdelapan

	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

	Pasal 42



	(1) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah.

(2) Tugas Pranata Hubungan Masyarakat adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 

	BAB IV

	PENGANGKATAN,KENAIKAN PANGKAT DAN 

PEMBERHENTIAN PEJABAT FUNGSIONAL

	Pasal 43



	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

	Pasal 44



	Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

	
	
	

	Pasal 45



	Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

	
	
	

	Pasal 46



	Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Pasal 47



	Pejabat fungsional tertentu yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat.

	
	
	

	BAB IV

	KETENTUAN PENUTUP

	Pasal 48


	Dengan berlakunya  Peraturan Bupati ini Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.  


	Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

	
	
	

	
	
	Ditetapkan di Bantul

	
	
	pada tanggal  11  Desember  2007

	
	
	

	
	
	 Bupati Bantul,
M. IDHAM SAMAWI


Diundangkan di Bantul

Nomor    08  Tahun  2007
Tanggal  31  Desember  2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
GENDUT SUDARTA

LAMPIRAN  :
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2007
TANGGAL    

PENETAPAN DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

	NO
	JABATAN FUNGSIONAL
	JUMLAH KEBUTUHAN
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	1
	Penyuluh Pertanian
	76
	Dinas Pertanian dan Kehutanan

	2
	Penyuluh Kehutanan
	11
	Dinas, Perikanan, Kelautan dan Peternakan

	3
	Medik Veteriner
	6
	

	4
	Paramedik Veteriner
	12
	

	5
	Perantara Hubungan Industrial
	4
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	6
	Penggerak Swadaya Masyarakat
	4
	

	7
	Pengantar Kerja
	8
	

	8
	Pengawas Ketenagakerjaan
	4
	

	9
	Instruktur Latihan Kerja
	29
	

	10
	Pustakawan
	10
	Kantor Perpustakaan Umum

	11
	Arsiparis
	30
	Setda, Setwan, Dinas, Kantor, Badan, Inspektorat

	12
	Perencana
	3
	Bappeda

	13
	Penyuluh Keluarga Berencana
	75
	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

	14
	Guru
	8754
	Dinas Pendidikan Dasar, 

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 

UPTD SKB

	15
	Pengawas Sekolah
	52
	

	16
	Penilik
	17
	

	17
	Pamong Belajar
	13
	

	18
	Dokter
	186
	Dinas Kesehatan

	19
	Dokter Gigi
	39
	

	20
	Perawat
	369
	

	21
	Apoteker
	12
	

	22
	Asisten Apoteker
	58
	

	23
	Pranata Laboraturium Kesehatan
	66
	

	24
	Sanitarian
	100
	

	25
	Perawat Gigi
	66
	

	26
	Nutrisionis
	98
	

	27
	Bidan
	234
	

	28
	Perekam Medis
	66
	

	29
	Radio Grafer
	25
	

	30
	Tehnik Elektro Medis
	1
	

	31
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
	27
	

	32
	Fisioterapi
	32
	

	33
	Epidemologi Kesehatan
	25
	

	1
	2
	3
	4

	34
	Auditor
	28
	Inspektorat

	35
	Pekerja Sosial
	17
	Dinas Sosial

	36
	Penguji Kendaraan Bermotor
	10
	Dinas Perhubungan

	37
	Sandiman
	5
	Sekretariat Daerah

	38
	Pranata Hubungan Masyarakat
	3
	

	
	JUMLAH
	10.550
	


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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